KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 15/HK.03.1/3312/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 13
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015
tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang
Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5661);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
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10.

11.

12.

14.

13.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan
Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
1153);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015
tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1695);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

-2
MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

WONOGIRI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT

PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN WONOGIRI.

Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, dengan Susunan

dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU, mempunyai fungsi untuk :

a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan
Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Wonogiri,
PPK, PPS, dan KPPS;

b. melakukan konsultasi dengan UPG KPU Provinsi Jawa
Tengah dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan
KPU Kabupaten Wonogiri, PPK, PPS, dan KPPS;

c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan
Gratifikasi,

€. menyimpan, menginventarisasi, dan
mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan
Gratifikasi,

f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan
penerimaan Gratifikasi,

g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari
Jajaran KPU Kabupaten Wonogiri, PPK, PPS, dan KPPS
kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU
Provinsi Jawa Tengah setiap kali menerima pelaporan
penerimaan Gratifikasi,

h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran
Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Wonogiri, PPK,
PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU Kabupaten Wonogiri,
PPK, PPS, dan KPPS;

i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU
dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Jawa

Tengah tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan
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penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi
di Lingkungan KPU Kabupaten Wonogiri, PPK, PPS, dan
KPPS; dan

j- melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA : Dalam melaksanakan fungsinya UPG sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan kegiatan :
a. upaya-upaya untuk mencantumkan ketentuan

larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi
(hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam
proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan
barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam
proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta
surat-surat yang disampaikan kepada Lingkungan KPU
Kabupaten Wonogiri atau Pihak Ketiga lainnya;

b. memberikan informasi kepada setiap Jajaran KPU
Kabupaten Wonogiri, PPK, PPS, KPPS, dan Pihak Ketiga
terkait dengan adanya Peraturan Pengendalian
Gratifikasi secara terus menerus;

c. mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang
pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait..

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

TOTO SIHSETYO ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI
“Kepala; Sub Bagian Hukum,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 15/HK.03.1/3312/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOGIRI

SUSUNAN DAN PERSONALIA

KEDUDUKAN
NO NAMA JABATAN DALAM UPG
1 | TOTO SIHSETYO ADI Ketua KPU Kabupaten Wonogiri Pengarah
2 | PRADIKA HARSANTO Anggota KPU Kabupaten Wonogiri Pengarah
3 | DWI PRASETYO Anggota KPU Kabupaten Wonogiri Pengarah
4 | AUGUSTINA PUSPA DEWI Anggota KPU Kabupaten Wonogiri Pengarah
5 | WAHYU NURJANAH Anggota KPU Kabupaten Wonogiri Pengarah
6 | SIGIT PURWADI Sckretarie KRN Bagrpmen Ketua
Wonogiri
Kasubbag Hukum ;
7 | ALFI NIRMALASARI KPU Kabupaten Wonogiri Sekretaris
Kasubbag Program dan Data
8 | TRI KUMORO SEKTI KPU Kabupaten Wonogiri Anggota
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hubungan Partisipasi
T t
? e i Masyarakat KPU Kabupaten Anggota
Wonogiri
10 | NURSAHID AGUNG WiJAYA | Kasubbag Keusiggn, Unmim, dan Anggota

Logistik KPU Kabupaten Wonogiri

Salinan sesuai dengan aslinya
“SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI

Ditetapkan di Wonogiri

Pada Tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI,

Ttd.

TOTO SIHSETYO ADI

http://j{dih.kpu.go.id/jateng/wonoqiri




